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! Abstract

This dircus shows the change of the policy of invesimaent license specimiiy
sges the Forefgn  Direct favestment and  Domestic  fmoextmen
(EMAPMONG facilities i Indonesia for region autonowy progran The
pairpose of this discussion iv to deserips that change and to know e
procedure and alio the application i DIV, The tearities advantapes o
the discussion are to help increasing the theory, which is in coonties
rudes, refated the policy. While the real advantages Is 1o give input for
arrange of imvestment policy above relmied the obsiruction o the
apitcation. Then fivestor will ger the description how to fake mesiment
ficerse har been dome in Habibie era. The change is the give of
investment license ix taken by Bodan Penanamarn Medal FRPMY bt
that s taken by BPMIVBAPEKOINDA province i the  Daomiesine
fvesivent (PMDN) sore than ten billion rupiahs and there iy bo Soveipn
element, Alse BPMD have authority in finishing irvestnent,

Keyvwords: The policy of license lmvestmeny, forelgn direcs investmens,
aomestic invesimeni,

PENDAHULUAN
[nvestasi/penanaman  modal memang sangat  dibutuhkan
untuk pembangunan suatu negara, Apalagi Indonesia yang sedanp
- mengalami kemerosotan ekonomi akibat dari berbagai lakior.
Mamun demikian, untuk mengundang agar investor, baik nasional
manpun asing ingin menanamkan modalnya di Indonesia nda
berbagai faktor yang harus dipenuhi di antaranya adalah adanya
kepastian hukum  termasuk  di dalamnya  prosedur perizinan
| yang jelas dan sederhana, Perbaikan prosedur perizinan

g dilakukan mengingat selama ini Indenesia dikenal




duranl Peselittan Humaniora, Vol 8, Mo 2, Oktober 2001 73-52

sehagai negara yang terlalu birokratis dan  sistem  hukum
penanaman modalnya tidak jelas.

Setelah Orde Baru jatuh maka terjadi pergantian pucuk
pimpinan pemerintahan negara Indonesia dari Presiden Suharto ke
Presiden Habibie, yang kemudian digantikan lagi oleh Presiden
Abdurrahman  Wahid. Pergantian pimpinan  ini membawa
konsekuensi adanya perubahan-perubahan di  berbagai  bidang
terutama di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk juga
kebijakan di bidang invesiasi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat pemerintahan Orde
Barw, Indonesia merupakan salah satu negara yang bercorak
pentralistis, di  mana  kebijakan-kebijakan  pemerintahan
[ dikm:lﬂlikan oleh pemerintah pusat, Setelah Presiden Suharto turun

dan jabatannya dan kemudian digantikan oleh Presiden Habibie,
banyak i antara dacrah-daerah di Indonesia yang menuntut
diberlakukannya otonomi daerah secara nyata yang selama
peinerintahan Presiden Subarto belum dilaksanakan termasuk di

\limnya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini

| : i karena selama pemerintahan Orde Baru yang bersifal
itralistik ternyata sangat merugikan bagi daerah-daerah di
wlonesin, apalagi daerah vang melimpah sumber dava alamnya
‘i selima ini hasil dari sumber daya alam tersebut dinikmati aleh
parnerintah pusat, sehingga mereka menuntut pembagian kevangan
i pemerintah pusat dan daerah secara adil (TAP MPR
?_:\'MPWI??E] Pemerintahan di bawah Presiden Habibie
untuk memperbaiki keadaan kesenjangan antara pusat dan
“nerah tersebut dengan mengeluarkan dua Undang-undang, yakni
ULl Mo 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang di
dulwmnya mengatur tentang otonomi daerah untuk menggantikan
‘emerintahan di Daerah yang lama, dan UL No. 25 Tahun
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Setelah
ya kedua UU tersebut maka terjadilah berbagui
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Salah satu di antaranya adalah perubahan kebijakan di bidang
investasi, khususnya kebijakan perizinan investasi termasuk di
dalamnya debirokratisasi perizinan investasi, vang menurul
Sondang P. Siagian (1998, hal: 57-58) adalah merupakan salah saiu
dari berbagai faktor untuk menarik para investor agar mau
menanamkan modalnya di Indonesia,

Berikut ini akan dipaparkan diskripsi kajian dan penelitian

tentang  perubahan  kebijakan  perizinan iInvestasi vang
menggunakan  fasilitas PMA/PMDN  (Penanaman  Maodal
Asing/Penanaman  Modal  Dalam  negeri]  dengan  cora

membandingkan kebijakan perizinan investasi pada masa (e
Baru dan kebijakan setelah jatubnya Orde Baru vakni pada nuiso
pemerintahan Presiden Habibie serta masa pemerintahan residen
Abdurrahman Wahid beserta pelaksanaan kebijakan perizinan
investasi di DIY khususnya PMA/PMDN  setelah terjadinya
perubahan kebijakan investasi dalam rangka menyongsong otonomi
daerah. Di samping itw, juga akan dipaparkan gambaran analisis
mengenal keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh investor
dalam pengurusan izin investasinya setelah terfadinva perubahan
kebijakan perizinan investasi.

Adapun tujuan dari kajian dan penelitian ini adalah uniuk
memberikan pengetahuan tentang perubahan perizinan investasi.
Kkhususnya vang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dalam rangka
m:n}rungﬁnng aotonomi  daerah  serta  pengetahuan  tentang
pelaksanaan kebijakan perizinan investasi tersebut di DIY, Paparan
ajian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetabuan kepada
} mbaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lentang analisis
(e ga.n-}r.eumungan yvang akan diperoleh investor dalom
Jurusan iZin investasinya. Manfaal teoretis dari kajian ini

in akan menambah khasandh bacaan bagi pengembangan

i 0 f”i:lil'l hukum administrasi negara  mengenai
el i) investasi di Tndonesia dalam

i daerah, mengingat bahwa mater
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%gnl sesuni dengan keadaan zaman, Di samping itu, menurut
"Mulya Lubis (1992, hal:9) kaidah-kaidah hukum ekonomi itu
berserakan di semua bidang hukum termasuk di dalamnya hukum
perdata, dagang, pidana, tata negara, pajak, dan juga di dalam
Jukum administrasi negara, Manfaat lain diharapkan kajian ini
dipat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan untuk
perbaikan  kebijakan-kebijakan  perizinan  investasi  yang
ﬂ]ﬂﬂnggumlkun fasilitas PMA/PMDN di masa-masa yang akan
watang,

Cara Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian hukum
normatil’ dilengkapi dengan metodologi penelitian hukum empiris
vang bersifat kualitatif. induktif dan fenomenclogis, Mula-mula
dilakukan inventarisasi peraturan-peraturan vang berkaitan dengan
kebijakan perizinan investasi khususnya PMA/PMDN, Kepgiatan ini
sesunl dengan apa yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki
dalom makalah “Penelitian Hukum® yang disampaikan dalam
- Penataran Penelitian Hukum Normatif pada Lembaga Penelitian
LINAIR tanggal 11 - 12 Juni 1997, vang menvatakan bahwa
~penelitian - hukum  dimuolai dengan  mengidentifikasikan
ermasalahan yang ada, setelah itu barulah dilakukan penelusuran
Wrhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang vang
dibindapi yang ada kaitannya dengan bidang tersebut. Ronny Hatijo
Sumitra (1996, hal: 12) menyatakan bahwa inventarisasi hukum
Positil  (hukum  yang sedang  berlaku) merupakan  kegiatan
_I-._w uluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian
Nukum. Peraturan-peraturan yang diinventarisir adalah peraturan
dung berkaitan dengan kebijakan perizinan investasi, khususnva
§ menggunakan fasilitas PMA/PMDN yang berlaku pada masa
-Eﬁﬂl.. Orde Reformasi, dan mae '?!MI- pﬂnmriml]:un
en Abdurrahman Wahid, Invent it telah dilakukan
: 19494 gian 2000 di Kanto
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kiriman foto kopi peraturan perundang-undangan vang berkaitan
dengan kebijakan perizinan investasi, khususnya PMA/PMDN
kemudian dianalisis seperti halnya dalam penelitian kualitatif
dengan cara smow ball sampling, setelah dianalisis didapatkan
peraturan lain yang ada kaitannya dengan kebijakan perizinan
investasi kemudian meminta kiriman foto kopian peraturan lain
vang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian dari BPHN.
begitu seterusnya sampai didapatkan peraturan terbaru vang
mengatur  tentang  kebijakan  perizinan  investasi  selama
pemerintahan  Orba sampai masa Kabinel Gotong Royong,
Tentunya untuk masa Ocba adalah peraturan yang terakhir kali
diberlakukan pada masa itw Selain rerkumpul e kapian
peraturan dari BPHN, penulis memilah data peraturan perunding-
undangan yang berkaitan dengan permasalaban vang akan dikaji
dan diteliti untuk selanjumya diadakan kajian hukum mengenai
kebijakan-kebijakan perizinan investasi khususnya PMA/PMDN,
Secara normatif untuk melengkapi data yang telah terkumpul.
penulis juga mendatangi Kantor Biro Hukum dan Perundang-
undangan Propinsi DIY guna mendapatkan peraturan-peraluran
kebijakan perizinan investasi yang tidak didapatkan di BIIIN,
lerutama pengaturan kebijakan perizinan investasi di DIY. Di
samping melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan
untuk kepentingan analisis data vang bersifat empiris, penulis juga
melakukan dekumentasi datum yang berkaitan dengan perubahan
kebijakan perizinan investasi di Kantor BKPMD (berdasarkan
truktur kelembagaan/instasi Pemda MY nama badan tersebul saal
Al berubah  menjadi  Badan Perckonomian dan  Investusi
Daeral/BAPEKOINDA) DIY. Untuk melaksanakan kegiatan ini,
penulis melakukannya pada bulan Juni sampai dengan Agustus
000 terutama untuk  mendapatkan data mengenai pelaksanaan
Pperubahan kebijokan investasi PMA/PMDN di DIY. Unik
malengkapl Kegiatan analisis dam juga dilakukan  wawanear
langan Bap bid Perizinan dan Bapak Kasi lzin Lokesi di

ggnl 8 Juli dan 15
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Iuli tahun 2000, karena setelah diadakan analisis data masih ada
kelerangan-keterangan  vang kurang lengkap maka dilakukan
wawancara kembali pada anggal | Oktober tahun 2000, Hasil
wiawancara ini dicatal kemudian catatan ini diberikan kepada
subyek penelitian untuk  dilakukan pengecekantkonfirmasi
kemungkinan ada kesalahan-kesalahan informasi vang dilerima
pleh  penulis, Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan
keterandalan data yang diperoleh di lapangan,

Wilavah kajian dan penelitian ini mengambil sampel DIY
dengan pertimbangan bahwa menurut Mudrajat Kuncoro (1996:
M) investasi, halk itn PMA maupun PMDN masih terkensentrasi
di Jawa dan berdasarkan pola pembangunan regional, DIY
diprediksikan  sebagai  salah satu  daerah yang - mempunyai
kevenderungan berpendapatan tinggi dan pertumbubannya tinggi.
Alasan lain, dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemda
PIY dibarapkan dapat menggali potensi-potensi vang ada di DIY
lermasuk potensi di bidang investasi, dan sebagai warga DIY
peaulis berkewajiban uniuk melakukan kajian serta penelitian yang
Berkaitan dengan penggalian potensi daerah.

Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi dalam rangka
Menyongsong (Monomi Daerah
- Hasil kajian dan penelitian menunjukkan bahwa perubahan
ke \jakan perizinan investasi PMA/PMDN mulai tampak pada
Hdll" s awal pemerintahan Presiden Habibie dengan dikeluarkannya
l;!' Presiden RI No.114 Tahun 1998 yang isinya merubah tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BKPM io Keppres No.115 Tahun
I.t'i lentang  Tata Cara Penanaman Modal, vang kemudian
41; ndaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara
Jf-'.n'# lsifKepala BKPM No. 21/SK/1998 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan
Investasi PMON tertentu kepada Gubernur Kepala Dacrah Tingkat
W | |_I TN g I.Kﬂpdﬂ_ Pmpim:‘u. _f_ | "':li ':L.I-...._JHL i§ .,_I-#'J_I
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Pedoman dan Tata Cara Permohonan Investasi Dalam Ranpgka
PMA/PMDN,  Setelah  dikeluarkannya beberapa  peraturan
kebijakan investasi pada tahun 1998 ini, baru perizinan investasi
PMDN sampai dengan jumlah nominal sepuluh milvar rupiah
(Rp 10.000.000.000,00) dan tidak ada unsur asing dalam modal
perusahaan vang diserahkan ke daerah, Walaupun sudah terjadi
perubahan kebijakan perizinan investasi pada tahun 1998 ini (muasa
pemenintahan di bawah Presiden Habibie), namun demikian belum
lampak terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi uniuk
menyongseng otonomi  daerah, karepa  perizinan  investasi
PMA/PMDN lainnya masih ditangani oleh pemerintah pusat. Hal
ini dapat kita pahami mengingat pada tahun 1998 bary saja terjudi
pergantian pimpinan negara dan struktur negara vang dulunya
hercorak sentralistik ke arah otonomi daerah sehinggn untuk
menjembatani keadaan tidak langsung semua kebijakan diserahkan
ke daerah. Apalagi Presiden Habibie atau masa Kabinet Reformasi
tidak berumur panjang, kemudian berganti lagi pucuk pimpinan
negara beserta kabinetnya vakni Kabinet Gotong Rovong di bawal
kepemimpinan Presiden Abdulrahman Wahid.

Perubahan kebijakan perizinan investasi, khususnva yang
menggunakan fasilitas PMAPMDN berawal dari dikeluarkannya
TAP MPR RI NoXV/MPR/99E tentang  Penyelenggaraan
onomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemantaatan Sumber
Daya Masional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan
fusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan RJ, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan dikelvarkannva UU Neo. 22 Tahun
AU5E tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnyva mengoiur jups
I"I' o Dﬂl‘ﬂh dan LILI No, 25 Tahun 1999 tentang Perimbangin
Keuangan Pusat dan Dacrab,

‘hasil kajian dapat dikemukakan, semasa Orde Jary

kan dan pelaksanaan perizinan investasi PMA/PMDN

i ' hal ini BKPM (sekarang
L pada waktu Orde Baru,
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(Moh. Mahfud MD, 1999: 62-63), sehingga semua kebijakan
lermasuk kebijakan perizinan investasi ditentukan dan ditangani
oleh pemerintah pusat. Instansi yang ada di daerah . BEPMD yang
sekarang di DIY sudah berganti nama Badan Perekonomian dan
Koordinasi [nvestasi Daerah (BAPEKOINDA) apabila menangani
penizinan investasi hanya merupakan perpanjangan tangan dari
BKPM yang tugasnya membantu instansi pusat sehingga tidak
dapat mengambil keputusan sendiri,

Setelah Orde Baru jatuh, struktur pemerintahan yang mula-
mula sentralistik diarahkan ke desentralistik, Perubahan kebijakan
peﬁ:zinap investasi PMA/PMDN  dalam rangka MEnyongsong
tlonomi daerah barw terjadi pada masa akhir pemerintahan
Presiden Habibie, yakni dengan diberikannya wewenang kepada
Gu!:::nur Kepala Dacrah Propinsi cq BKPMD untuk menangani
perizinan investasi PMA/PMDN dan kepada Kepala Perwakilan RI
di luar negeri untuk menangani perizinan investasi PMA, dengan
nk aila pembatasan nilai investasi yang diatur dalam SK Presiden
NO. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 33
1{.”'_ hun 1981 tentang BKPM sebagaimana telah beberapa  kali
liubah, terakhir dengan Keppres No. 113 Tahun 1998,

- Terjadinya perubahan ini dapat kita pahami, mengingat pada
fnasa pemerintahan Presiden Habibie muncul tuntutan-tuntutan dari
| il- Mgal daerah agar diberlakukan otonomi daerah secara nyata,

tahkan ada beberapa dacrah seperti Aceh, Papua dan Riau yang
- mengancam akan melepaskan diri dari Republik Indonesia serta
I;I:li.'uk melaksanakan amanat yang tertuang di dalam TAP MPR RI
Mo, XV/MPRRI/1998 yang telah disebutkan di muka, Namun
;.Hu_m_Illm. karena masa kepemimpinan Presiden Habibie tidak
i gsung lama, maka kebijakan tersebut  baru dapat
pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
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Mairik Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi PMA/PMDN
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Penanaman Modal Presiden via BEPM urduk | pemberian fusilins scoria
Asing [SPPRMAY imveziasi derigan nilad penizinmn pelakeanaan
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Terlihat dalam matrik bahwa terjadinya perubahan kebijakan
perizinan investasi, untuk PMA pada masa pemerintahan Presiden
semua Kebljakan masih berada pada pemerintal pusit,
~investasi PMDN  sebagian sudah  diserabkan  kepada
' BEPMD yakni untuk investasi PMIDN
rupiah. Ketentuan ini
M No, J/SK/1998,
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dan fusilitas serta perizinan pelaksanaan investasi PMDN dari
HKPM ke BKPMD yang nilai investasinya tidak melebihi sepuluh
milyar rupiah dan tidak ada unsur asing di dalam investasi tersebut,
~ Kemudian berdasarkan ketentuan SK Presiden MNo. 122 dan
No, 123 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada akhir masa
pemerintahan  Habibie, terjadi perubahan mendasar dalam
bijakan perizinan investasi di Indonesia, khususnya investasi
PMA yang pada masa-masa sebelumnya masih berada di tangan
pemerintah pusat, Terjadinya perubahan yang sangat mendasar
dalum kebijakan perizinan investasi PMA tersebut dikarenakan
dengan berdasar pada kedua SK Presiden tersebut ada pelimpahan
Wwewenang dalam pemberian fasilitas serta perizinan investasi baik
untuk PMA, Wewenang tersebut diberikan kepada Gubernur
Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh BEPM/BAPEKOINDA dan kepada menteri
Luar Negeri vang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor
Perwakilan RI di Juar negeri untuk memberikan fasilitas serta
perizinan pelaksanaan investasi PMA. Dasar pertimbangan dari
dikeluarkannya SK Presiden tersebut adalah untuk mendorong
partumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, sehingga
dipandang perlu untuk mempermudah pelayanan investasi di
iierah dan di luar negeri. Dasar pertimbangan lainnya adalah untuk
imeningkatkan  investasi, khususnya  investasi asing  agar
engurusannya lebih murah, mudah, dan cepat. Dengan demikian
apabila ada investor asing yang ingin menanamkan modalnya di
Indonesin dia dapat memilih pelayanan perizinan investasinya
melalui BEPM, atau Kantor Perwakilan RI di luar negeri di mana
‘.T' ‘berada, atau langsung ke daerah di mana calon investor mau
II_-__j.'l'- an modalnya. Kedua SK Presiden ini baru dapat
(Milaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
\ 3 yung dllﬂ.lljlltkﬂﬂ pﬂdﬂ [T ;,f'.'r.._.:',:'; n tahan di bawah
den Megawati, Hal ini bisa kit pahiami mengingat masa
ner r._:_;-.r".- ) .
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Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Investasi Setelah Terjadinyn
Perubahan Kebijakan Perizinan Investasi di DIY

Terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi di
Indonesia juga membawa perubahan implikasi pada pelaksanaan
kebijakan perizinan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perubahan implikasi pada pelaksanaan kebijakan perizinan
investasi tersebut, yakni kalau pada masa pemerintahan Orde Baru
BKPMD (BAPEKOINDA) DIY tidak berwenang mengeluarkan
Surat Persetujuan Penanaman Modal serta berbagai bentuk
perizinan investasi lainnya. Padahal apabila investor PMA/PMDN
ingin menanamkan modalnya di Indonesia dia harus memperoleh
izin untuk melakukan investasi terlebih dahulu, karena perizinan
merupakan pengawasan yang bersifat preventf vang harus
dipenuhi sebelum suatu perusahaan dapat menjalankan usahanya
(Sri Redjeki Hartono, 2000: 29),

Sewaktu Orde Baru, apabila ada investor yang ingin
menanamkan modalnya di DIY melalui BEPMD DIY, merekn
harus ~ membuat  permohonan  yang  diajukan  kepada
Meninves/Kepala BKPM dan Ketua BKPMD DIY akan
meneruskan  permohonan  tersebut  kepada Meninves/Kepala
BEPM. Pada waktu itu, instansi yang berwenang memberikan
persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman
modal hanyalah instansi pusat, instansi vang ada di daerah tidak
tiberi wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi. Felum
Ada pendelegasian wewenang untuk perizinan investasi, Hal inj
dopat kita pahami mengingat pada wakiu Orde Bari. otonomi
dierah yang berlaku di Indonesia hanya merupakan hadiah dari
pemerintah  pusat dan pemerintah daerah masih merupakan
perpanjangan tangan darl pemerintah pusat. Setelah dikeluarkannya
Andang-undang Pemerintahan Daerah yang baru yakni UL Nomor

ahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang olonomi dacral
indang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

st dan Daerah, maka dengan Surat Keputusan
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~beserta pengaturan kebijakan perizinan investasi lainnya yang
dikeluarkan dalam rangka reformasi di bidang perizinan investasi
pemerintah daerah termasuk Pemda DIY diberikan kewenangan
mengeluarkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan
pelnksanaan penanaman modal. Kewenangan pemberian perizinan
Cnvestasi PMAPMDN tersebut baik untuk aplikasi investasi baru
maupun perubahan investasi juga perluasan investasi,

' Perizinan investasi PMA/PMDN dapat diperoleh melalui
HEPM atau untuk PMA dapat melalui kepala Perwakilan R1 di
I investor  bertempat tinggal atan  melalui
BEPMD/BAPEKOINDA di mana investor ingin menanamkan
modalnya. Oleh karena itu, apabila ada seorang investor maupun
“walon investor yang ingin menanamkan investasinya di DIY dapat
lﬁfﬂmg mengajukan aplikasi investasinya ke Pemda DIY melalui

1WLrk
i |
il
‘H

HAPEKOINDA DIY. Perizinan investasi yang ditangani oleh
BEPMDVBAPEKOINDA ini merupakan perwujudan dari otonomi
Ctnerah, di mana menurut Josef Riwu Kaho (1998: 12-14) otonomi
“ulsermh yang mula-mula berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau
wmpunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan
iliri berkembang menjadi “pemerintahan sendiri” vang meliputi
atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri,
i dalam batas-batas tertentu juga pengadilan, serta kepolisian
il (eh karena itu, daerah otonom adalah daerah vang berhak
dian berkewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun
‘emikian karena, masa ini masih dalam taraf peralihan sehingga
upn yang dikemukakan oleh Josef Riwu Kaho tersebut belum dapat
il sepenuhnya di daerah, sehingga masih banyak
peraturan-peraturan yang berasal dari pusat diberlakukan di daerah,
~ Untuk menanamkan modalnya di DIY, khususnya investor
PMAPMDN harus memenuhi syarat-syaral tertentu, Ada beberapa
yang harus dilalui oleh investor maupun calon investor
il BKPMD (sekarang
i dapal dipjukan

aimy
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Perubahan Kebijakan Perizinan lrvestasi bezerta Pelakasanacannya di INY
{Emy Kusdarini}

Badan Hukum Asing bersama Warga Megara Indonesia dan atau
Badan Hukum Indonesia untuk investasi PMA. Untuk investasi
PMDN dapat diajukan oleh PT, PT Persero, Perum, CV, Firma.
Perseorangan, Koperasi ataupun BUMN/BUMD.

Tahap-tahap yang harus dilalui investor‘calon investor dalam
mengajukan perizinan investasinya di DIY, yaitu:

Tahap I, investor/calon investor mengajukan permohonan
investasi dengan cara mengisi formulir aplikasi Model | PMA
untuk PMA atan Model | PMDN untuk investasi PMDN yang
nantinya akan berlaku sebagai izin Prinsip kepada Gubernur Kepala
dacrah Propinsi DIY cq Kewa BKPMD DIY ({sekarang
BAPEKOINDA). Permohonan aplikasi Model 1 ini disertai
beberapa  lampiran, di  antaranya: rekaman akta pendirian
perusahaan dan perubahannya, rekaman paspor yang masih berlaku
untuk WNA, KTP untuk investor WNI, rekaman NPWP, uraian
mengenai proses produksi, rancangan perjanjian usaha patungan
untuk PMA yang bekerja sama dengan modal nasional {patungan).
Permohonan dibuat rangkap dua disampaikan ke BKPMD ()Y
melalui Sekretariat, kemudian diproses dan dievaluasi oleh Bidang
Perizinan BKPMD apakah permohonan tersebut telah memenuhi
syaral dan juga ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Buku
Petunjuk Teknis Penanaman Modal, Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup Bagi Penanaman Modal dan juga dilihat apakah bidang
(snha terschut disyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan
lisaha kecil atau tidak. Apabila bidang usaha yang akan dimasuki
isyaratkan untuk mengadakan kemitraan dengan usaha kecil maka
rus dilampin rancangan peganjian kerja sama sccara tertulis
(tengan usaha kecil. Setelah permohonan aplikasi Model | diproses
Aan memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah Surat Persetujuan
! PMDN dalam wakiu 10 (sepuluh) hari ketja sejak berkas

permabonan lengkap diterima oleh Sekretariat BKPMD DIY.
 Tmhp L, setelah memperoleh Surat Persetujuan Fenanzman
. el vizin daerah yan
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il lingkungan Propinsi DIY, di mana investar
1l pnamkan  modalnya. Izin-izin - daerah  ini sering
inamikan T2in Pelaksanaan,
- Tabap III, apabila investor telah memperoleh  Surat
Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Pelaksanaan maka untuk
merealisasikan proveknya, investor memerlulkan berbagai surat
persetujuan fasilitas yang sering dikenal dengan Surat Persetujuan
guililu Pabean Barang Modal dan Surat Persetujuan Fasilitas
bean  Unuk  bahan bakwPenolong. Permohonan  untuk
memperoleh surat persetujuan ini dilakukan dengan mengajukan
permohonan yang ditujukan ke PT Sucofindo {vang bertugas
melakukan verifikasi/penelitian) cabang DIY melalui BEPMD DIY
; tembusan kepada Ketua BKPMD DIY dan dilampiri isian
mulir Model IV/Daftar Induk barang Modal, rekaman surat
‘erselujuan PMAPMDN, densh pabrik dan gambar tata letak
sivperalatan, brosurspesifikasi teknik mesin/peralatan, uraian
~proses produksi, perhitungan kapasitas produksi, NPWP, NPPK,
.'."rr' semester terakhir, Surat persetujuan ini dikelvarkan dalam
-_.IT U S (lima) hari kerja sejak  berkas permohonan lengkap
dligtima PT Sucofindo melalui BKPMD DIY, Selain itu, investor
Walih untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan angka

Pengenal Importir Terbatas (APIT) ke BKPMD DIY.
~ Tahap IV, supaya dapat memulai pelaksanaan Kegiatan
Produksi komersiil, investor harus memiliki Izin Usaha Tetap
% Untuk dapat memperoleh IUT, investor harus mengajukan
wwhonan dengan menggunakan formulir permobonan [UT ke
MI} DIY yang dapat diselesaikan selama 7 hari kerja sejak
ofionan yang lengkap dan benar diterima oleh BKPMD DIY,
1 berlaku selama 30 tahun terhitung sejak produksi komersial

- Sewloh  diadakan penelitian  dan kajian di BKPMD
(BAPEKOINDA) DIY, selama dikeluarkannya peraturan :
me " "_. '.;.'I .- - kﬂmi .. !I:_ﬂ i y . a E- r "I g III::-__ .:_. :

J49 ? ALY MG

meng

Perubahan Kebijakan Perizinan lnvestasi beserta Pelakasanaannya oy 01 ¥
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tertentu, belum ada investor PMA/PMDN yang masuk ke DIY dan
mengadakan kemitraan dengan usaha kecil (hasil wawancara
dengan Bapak Kasi [zin Lokasi BKPMD DIY tanggal 15 Juli tahun
2000). Alasan dari para investor apabila mengadakan investasi dan
bermitra dengan usaha kecil prosedurnya masih berbelit-belit,
sehingga menurul Bapak Kasi [zin Lokasi prosedur dalam bermitra
dengan usaha kecil, pengusaha besar masih kesulitan, 13 dalam
persyaratan bagi investor untuk mengadakan kemitrasn dengan
usaha kecil dalam bidang tertentu dan kebijakan mengenai Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Sutatwa
Hadiwigeno dalam makalahnya mengenal  Cronomi  Dacrah,
menyatakan bahwa dalam kebijakan perlindungan usaha keoil
termasuk penetapan negative Jisi usaha-usaha yang tidak dapat
dimasuki oleh usaha besar harus dikaji secara seksama apakah
masih memungkinkan atau tidak sehubunpan kesepakatan dalam
GATT, karena kalau tidak diperhatikan akan menimbulkan dupnan
suasana kompetisi tidak fair dalam hubungannva dengan seman it
globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Keuntungan-keuntungan yang Dapat Diperoleh Investor dalam
Pengurusan Izin Setelah Terjadinya Perubahan Kehijakan
Perizinan Investasi

Berdasarkan kajian penulis, adanya perubahan  kebijakan

perizinan investasi PMA/PMDN setelah runtubnya Orde Bary
dengan  pendelegasian wewenang pemberian  persetujusn  dan
fusilitas serta perizinan investasi dari pemerintah pusat (BPM) ke
pemerintah daerah (BPMD/BAPEKOINDA, untuk MENYONESMIE
‘otonomi daerah) dan Perwakilan RI di luar negeri, memberikan

keuntungan-keuntungan  bagi para investor, Keuntungan ity
dikarennkan investor dapat memilih pengurusan izin investasinya
f:"*?iﬂ.fr'!-.- - BEPMD (BAPEKOINDA)} atau untuk PMA  hisg

Perwakilan F1 di maona
!-4-'1 itk pelayinun

N iny ke Kantor
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keuntungan bagi para investor dalam penpurusan izin usahanva,

antara lnin:

I Lebih mudah, karena investor tidak harus mengurus perizinan
investasinya ke Badan Penanaman Modal (BPM) di Jakarta,
akan tetapi dapat memilih titik opsi pelayanan perizinan
investasi ke BPM, BKPMIVBAPEKOINDA di daerah di mana
din akan melakukan investasi, atau di negara asal investor
melalui kantor Perwakilan RI di negara tersebut;

2. Lebih cepat dalam pengurusan izin investasinya, karena tidak
perlu. menunggu proses perizinan dar pusat (BPM) vang
tentunya lebih memerlukan waktu vang lama bila dibandingkan
dengan waktu yang diperlukan apabila investor mengajukan
perizinan investasinya di daerah (BKPMDVBAPEKOINDA)
atau di negara (Kantor Perwakilan RI) di mana investor (PMA)
bertempat tinggal;

A Lebih murah, karena biaya-biaya transport dan biaya-biaya

lainnya untuk ke pusat sudah tidak diperlukan lagi,

Keuntungan dan kerugian dalam melaksanakan usahanya

At telah dipikirkan oleh investor sebelum dia melakukan

nvestasinya termasuk di dalam pengurusan izin usaha. Apabila

pengurusan izin usahanya terasa sulit dan berbelit-belit tentunya
investor akan enggan untuk menanamkan modalnya. Untuk itu,

“perlu diingat apa yang dikemukakan oleh Sondang P, Siagian di

ks bahwa perizinan merupaken salah satu faktor dari berbagai

Mukior vang menarik minat para investor untuk menanarkan

ﬁ:;:* lalnva di suatu negara,

SIMPULAN DAN SARAN

~ Perubahan kebijakan perizinan invesiasi PMA/PMDN dalam
ringkn menyongsong otonomi  daerah baru terjadi pada era
:rll'-;h--l-'-“jr'hv"rl Presiden  Habibie a s ~ setelah Hln.l‘l.lhﬁj"l
pemerintahan  Orde Baru yang bersift sentralistik. Namu

ke it
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tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan oleb Presiden Megawati, [
dalam pelaksanaan perubahan kebijakan perizinan investasi
PMAPMDN di DIY, khususnya investasi yang mensyaratkan
adanya kemitraan dengan usaha kecil masih ditemui beberapa
kendala, Hal ini terbukti bahwa selama herlakunya kebijakan
perizinan PMA/PMDN vang berkaitan dengan svaral kemitraan
antara usaha besar/menengah dengan usaba kecil belum dapat
dilakukan sebagaimana mestinva dengan alasan bahwa investor
menganggap persyaratan kemitraan dengan usaba kecil dalam
pelaksanaannya masih  berbelit-belit.  Namun  demikian, adg
berbagai keuntungan vang bisa dirasakan oleh investor setelah
terjadinya perubahan kebijakan perizinan investasi, Keuntungan
tersebut yakni, pengurusan izin investasi akan lebih mudah, cepat,
dian murah bila dibandingkan dengan penpurusan perizinan
Investasi pada masa Orba dan masa awal pemerintaban Presiden
Habibie karena investor bisa memilih titik opsi pelayanan vang
tersedia, ke BPM di Jakarta atau langsung ke daerah di mana dia
akan berinvestasi melalui BKPMD/BAPEKOINDA setempat atau
dapat juga dilakukan melalui Kantor Perwakilan MNegara R[ di

ana investor bertempat tinggal,

Diharapkan pada masa-masa mendatang pemerintah dapat
emperbaiki kebijakan perizinan investasi, terutama investasi
PMAPMDN  yang disyaratkan untuk mengadakan kemitraan
dengan usaha  keci] vang masih berbelit-belit dengan cara
membuat/mengeluarkan  kebijakan  vang  jelas dan  mudah
fh_ nksanakan oleh investor vang ingin menanamkan modalnya
dengan  melakukan  kemitraan dengan usaha kecil schingga
Marapannya akan terjadi sinergi usaha besar/menengab denpan
Usaha kecil yang pada akhimya dapat membantu memecahkan

~ perekonominn i Indonesia, i samping itu, perlu
anjut tentang - hambatan-hambatan
al i.l: " ,.. . '.'.:" n mm]kﬂn
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karena sewaktu pelaksanaan penelitian di lapangan belum sempal
diadakan wawancara secara langsung dengan para investor.
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